
 

966 
Moch. Agung Lukmanul Hakim, 2022 
TRANSFORMASI KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN: ANTARA PROSEDUR, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN (STUDI 
PELAYANAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN CIANJUR) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Bahwa kesimpulan dari penelitian harus mencerminkan lompatan nalar secara 

jauh dalam melakukan pengembangan dimensi ontologi pengetahuan sebagai upaya 

membebaskan penarikan kesimpulan dari belenggu nalar konvensional dan jaringan 

penelitian yang prima bertumpu pada metode tunggal. Pengetahuan yang diperoleh 

melalui generalisasi dari nalar konvensional harus dikaji ulang dengan memberikan 

verifikasi terhadap karakteristik komunitarianisme dan sejumlah hal yang berkaitan 

dengan hal tersebut dalam proses penelitian, sehingga kesimpulan penelitian dapat 

muncul menjadi trajektori dialektik terkait paradigma relativisme yang tidak jarang 

menghadirkan jebakan rasionalitas abstrak dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

sebagai upaya terencana memotong jaringan transendensi. Dalam perspektif Popper 

bahwa upaya parsialisme terhadap jalur transendensi tersebut akan terlihat lumayan 

konkrit ketika penarikan kesimpulan berbasis rasionalitas induksi direposisikan ke 

dalam proses generalisasi bercorak falsifikasi. Oleh karena itu, Popper memberikan 

konfrontasi terbuka terhadap penerapan metode induksi yang dipergunakan dengan 

rijid oleh kalangan positivis sebagai garis diametral tajam dari penelitian ilmiah. 

Pengumpulan dan analisis berbagai data dalam proses penelitian untuk secara 

holistik menunjukan kebenaran realitas sosial melalui kesimpulan terkadang cukup 

epik memperlihatkan distorsi sebagai kesalahan rasionalitas, karena memang tidak 

terdapat fakta terintegrasi sebagai subsistem yang memberikan konfirmasi terhadap 

kebenaran tersebut. Situasi yang umum ditemukan pada sejumlah penelitian ilmiah 

demikian, memberikan stimulus dalam menghasilkan penelitian dengan rasionalitas 

bercorak falsifikasi yang dapat merekonstruksikan kelincahan nalar pada penelitian 

sekalipun masih menuju determinisme statistik. Keberadaan konsep falsifikasi pada 

rasionalitas penelitian tidak memungkinkan lagi terdapat probabilitas trajektori dari 

pengambilan kesimpulan sebagai generalisasi dengan kepastian absolut. Penarikan 

kesimpulan harus memberikan probabilitas lain dalam mencapai kebenaran realitas 

melalui falsifikasi secara simultan, karena kebenaran demikian harus memiliki taraf 

resistensi terhadap berbagai pengujian lain. 
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Kesimpulan tidak hanya merupakan kerangka interpretasi berbagai informasi 

yang diperoleh di lapangan dalam menghasilkan berbagai asumsi dasar, melainkan 

membuka ruang probabilitas yang lebih besar sebagai preskripsi yang memberikan 

perspektif penilaian dengan kredibilitas mumpuni untuk mencapai taraf signifikansi 

kebenaran realitas tanpa keberadaan antitesis. Kesimpulan penelitian dibangun oleh 

penerapan metode induksi berdasarkan penalaran kompleks bercorak falsifikasi dan 

tidak bertumpu pada sejumlah kasus spesifik sebagai premis. Bahwa penarikan arah 

kesimpulan berbasis metode induksi konvensional yang sering dipergunakan, justru 

hanya menghasilkan kerangka interpretasi informasi yang spekulatif, skeptik, tidak 

realistik dan anti kritik. Ketika filsafat ilmu direposisikan secara lebih proporsional 

sebagai abdi dari pengembangan ilmu pengetahuan, maka kesimpulan dari berbagai 

penelitian tidak mungkin hadir dari metodologi dengan rasionalitas tumpul, karena 

tidak memungkinkan untuk menghasilkan signifikansi apapun selain ketidakpastian 

dan kemajdudan. Kesimpulan harus mencerminkan garis demarkasi antara postulat 

tidak bermakna dan bermakna sebagai probabilitas untuk diverifikasi secara gradual 

pada penelitian lain sebagai bagian dari falsifikasi. 

Tidak menutup kemungkinan kesimpulan penelitian berbasis metode induksi 

konvensional dapat diverifikasi oleh sejumlah peneliti lain melalui hasil penelitian 

penuh dengan signifikansi, sehingga menempatkan kesimpulan penelitian terdahulu 

sebagai proposisi yang harus melalui pengujian pengalaman dan diverifikasi secara 

langsung dengan pengamatan seksama. Penarikan kesimpulan melalui generalisasi 

tanpa keberadaan falsifikasi merupakan pasung gramatik sebagai simbolisme nyata 

dari kebenaran realitas palsu, yang dinyatakan sebagai proposisi dengan pertanyaan 

terkait kredibilitas premis dalam generalisasi ditutupi kebiasaan komunitarianisme. 

Dengan demikian, kesimpulan penelitian harus mencapai kualitas signifikansi yang 

dalam perspektif Susan Langer (1945) menjadi representasi gagasan dengan corak 

keindahan pemandangan intelektualitas yang menakjubkan. Gagasan tersebut dapat 

diterapkan untuk melakukan pemecahan terhadap sejumlah masalah secara holistik 

dengan akselerasi yang menjanjikan. Bahwa kesimpulan merupakan konstruksi dari 

pikiran yang secara simultan aktif menjalankan eksplorasi berbagai temuan sebagai 

konfrontasi terhadap dimensi konseptualitas pengetahuan yang bahkan usang dalam 

rangka menegasikan taraf signifikansi dari kebenaran pengetahuan tersebut. 
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5.1.1 Kesimpulan Umum 

Bahwa kesimpulan umum dalam penelitian akan berkenaan dengan kerangka 

analisis kinerja implementasi serta desain evaluasi kebijakan yang diselenggarakan 

baik dalam program kerja dari Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna Kabupaten, 

pemerintahan Desa maupun Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur dalam korelasinya 

dengan upaya menunjang perkembangan pemuda pada masa transisi adolesen yang 

penuh gejolak. Kesimpulan umum akan memuat informasi krusial berbasis analisis-

preskriptik tentang penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, pencapaian kebijakan 

dan evaluasi yang dipergunakan untuk meningkatkan proyeksi probabilitas kualitas 

pencapaian terhadap kelompok sasaran kebijakan yang jauh lebih realistik. Bentuk 

informasi yang dipaparkan dalam kesimpulan umum secara teoritik akan bertumpu 

pada pendekatan behavioralisme serta neo-institusionalisme dengan ruang titik tilik 

perhatian dalam penyelidikan kebijakan kepemudaan yang memiliki perspektif jauh 

berbeda. Sekalipun kedua pendekatan tersebut melakukan eksplorasi terhadap areal 

yang bersimpangan, namun secara pragmatik saling mengisi keterbatasan pemetaan 

penyelidikan masing-masing. 

Penyelenggaraan rangkaian pelayanan kepemudaan dari implementor terkait 

baik Dsiparpora, DPD KNPI, Karang Taruna Kabupaten maupun Gerakan Pramuka 

Pramuka Kwarcab Cianjur secara umum masih direpresentasikan sebagai kebijakan 

distingtif dengan trajektori pemilihan keputusan dalam arena tindakan berbasiskan 

kolektivitas yang memiliki kecenderungan signifikan menimbulkan distorsi terkait 

interaksi dan psikologi kerjasama, sekalipun indikator yang menunjukan prasangka 

implisit dan distorsi dalam hal gender pada kalangan pemuda berada pada tingkatan 

signifikansi yang masih abstrak. Kondisi tersebut merupakan implikasi rasional dari 

penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang tidak ketat mengakomodir motivasi 

sosial, nilai sosial dan identitas kultural, struktur sosial dan hubungan kepercayaan 

sebagai penguatan modal sosial berbasis keadilan prosedural dalam pemilihan aksi 

tindakan dalam subsistem kebijakan implementor terkait. Oleh karena itu, memang 

tidak terlalu mengherankan ketika kalangan pemuda tidak ditempatkan secara lebih 

inklusif dalam jaringan kebijakan kepemudaan dengan aksesibilitas terbuka untuk 

langsung terlibat pada kerangka koalisi advokasi dan pengembangan kelembagaan 

dalam menunjang perkembangan pemuda yang lebih moderat. 
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Pencapaian pelayanan kepemudaan dari implementor terkait sesuai kerangka 

dari kebijakan masing-masing, yang secara terintegrasi mengupayakan penempatan 

keberadaan pemuda pada takhta tertinggi sebagai atraktor yang merupakan regional 

magnetik dan akselerator perubahan dalam kehidupan masyarakat, sampai dewasa 

ini masih menjadi fiksi etis kebijakan yang tidak dapat dilakukan identifikasi secara 

paripurna. Penyelidikan terhadap signifikansi serta implikasi dari penyelenggaraan 

pelayanan kepemudaan sebagai kebijakan implementor terkait secara faktual cukup 

sulit untuk diproyeksikan melalui trajekjtori lintasan waktu tertentu, karena realitas 

pelembagaan desain evaluasi untuk menjalankan penilaian terhadap hasil pelayanan 

kepemudaan dan kualifikasi sebagai seperangkat nilai untuk menentukan implikasi 

yang dihasilkan terhadap kelompok sasaran tidak terinternalisasikan sebagai bagian 

dari budaya institusi. Dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi terkait ruang 

cakupan, aksesibilitas, frekuensi, taraf distorsi, ketepatan sasaran pelayanan, tingkat 

akuntabilitas dan relevansi dengan kebutuhan pemuda, maka pencapaian pelayanan 

kepemudaan belum mempunyai trajektori output dan outcome baik jangka pendek, 

jangka panjang maupun jangka menengah yang menunjang perkembangan pemuda. 

5.1.2 Kesimpulan Khusus 

 Kesimpulan khusus dalam penelitian ini dapat disampaikan sesuai konstruksi 

rumusan masalah penelitian sebagai dasar utama pengembangan kajian teoritik dan 

instrumentasi penelitian. Pertama, kesimpulan khusus berkaitan persepsi kalangan 

pemuda Kabupaten Cianjur terhadap program pelayanan kepemudaan dalam format 

kebijakan secara nasional dan program pembangunan pemuda berbasis pendekatan 

Organisasi 4-H. Bahwa kalangan pemuda yang terlibat dalam penelitian umumnya 

mempunyai keyakinan yang cukup konstruktif terhadap kerangka dan formasi dari 

implementor kebijakan kepemudaan dalam hubungannya dengan upaya menunjang 

perkembangan pemuda menjadi pribadi dewasa yang mandiri, penuh bakat bahkan 

bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Tingkat kepercayaan sebagai pusat 

sistem keyakinan tersebut direpresentasikan melalui samaran kontinum yang linier 

dengan taraf signifikansi antusiasme dan keinginan keterlibatan yang cukup konkrit 

baik dalam pelayanan kepemudaan sesuai dengan kerangka kebijakan kepemudaan 

nasional maupun proses pembangunan pemuda berbasiskan pendekatan Organisasi 

4-H. 
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Sekalipun kalangan pemuda di Cianjur mempunyai kecenderungan signifikan 

untuk menunjukan respons sebagai persepsi konstruktif, namun hal demikian tetap 

merupakan fenomena sosial yang lumayan amorphis dan platis dengan garis utama 

dari struktur dan artikulasinya dapat secara mudah mengalami berbagai perubahan 

secara fundamen. Karena fenomena tersebut hadir dengan samaran kontinum yang 

diferensiasi unsur yang sulit untuk ditegaskan melalui pemisahan objektif, sehingga 

menjadi sangat fleksibel dan jauh lebih rentan sebagai klasifikasi natural faktualitas 

sosial. Bahwa antusiasme dan keinginan keterlibatan dalam pelayanan kepemudaan 

merupakan responsivitas yang dimunculkan pada tataran praktik melalui hubungan 

paralel dengan kerangka interpretasi peneliti sendiri. Taraf signifikansi dari respons 

kalangan pemuda sebagai proses generalisasi yang dibangun berdasarkan kerangka 

analisis induktif, akan tetap mempunyai kecenderungan signifikan yang mengarah 

pada artikulasi dari kualifikasi dalam instrumen survei. Ketika terdapat diferensiasi 

kualifikasi pada instrumentasi penelitian dengan artikulasi pertanyaan dan jawaban 

yang berbeda, maka terdapat probabilitas lain dengan hasil generalisasi yang secara 

substansial cukup kontras berbeda. 

Bahwa kalangan pemuda di Kabupaten Cianjur yang terlibat dalam penelitian 

secara umum tidak mempunyai pengalaman keterlibatan dalam sejumlah pelayanan 

kepemudaan sesuai kerangka kebijakan nasional seperti penyadaran, pemberdayaan 

dan pengembangan baik dalam program kerja Disparpora, DPD KNPI, pemerintah 

Desa, Karang Taruna Kabupaten maupun Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur yang 

menjadi formasi implementor utama. Pemuda Kabupaten Cianjur juga tidak pernah 

terlibat dalam program pembangunan pemuda berbasis pendekatan Organisasi 4-H 

seperti halnya Healthy Living Science, Technology, Engineering and Math (STEM), 

serta Civic Engagement ataupun program pembangunan pemuda lain dalam praktik 

global misalnya program pasca sekolah Summer Learning, komunitas sehat, gerak 

mobilisasi orang dewasa dan kewirausahaan politik. Oleh karena itu, memang tidak 

mengherankan ketika kalangan pemuda sendiri belum ditempatkan dalam jaringan 

kebijakan kepemudaan melalui keterlibatan inklusif dalam intermediasi preferensi, 

interorganisasi, interdependensi kekuasaan bahkan jaringan sebagai pemerintahan. 

Dengan demikian, pelayanan kepemudaan dari implementor kebijakan terkait untuk 

dewasa ini belum dapat mereduksi pemetaan potensi masalah kepemudaan. 
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Kedua, kesimpulan khusus terkait tingkat kesesuaian pelayanan kepemudaan 

yang telah diselenggarakan institusi terkait sesuai dengan prosedur kebijakan secara 

nasional dan pendekatan pembangunan pemuda dalam praktik global berbasis pada 

penguatan modal sosial, termasuk berkaitan sampai sejauh mana pemetaan potensi 

masalah kepemudaan telah diakomodasi pada skema implementasi tersebut. Bahwa 

penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sebagai kebijakan distingtif implementor 

bersangkutan secara substantif terkait dengan program penyadaran, pemberdayaan, 

pengembangan dan pembangunan pemuda berbasis penguatan modal sosial dalam 

praktik global, sekalipun masih terbatas capaian taraf signifikansi pra konsepsi yang 

belum otonom. Karena pelayanan kepemudaan dari implementor terkait terkecuali 

Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur diselenggarakan dalam trajektori yang kurang 

variatif dan ambiguitas implikasi sekalipun cukup moderat, maka masih merupakan 

implementasi kebijakan yang bermasalah dalam perspektif behaviorisme. Berbagai 

pelayanan kepemudaan dari implementor terkait belum terukur mempertimbangkan 

dan melaksanakan sintesis dasar-dasar behavioral kalangan pemuda dalam jaringan 

kebijakan kepemudaan seperti dasar behaviorisme teleologis, behaviorisme molar, 

behaviorisme teoritis, behavioralisme biologis dan behaviorisme intensional. 

Secara substantif, penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dari implementor 

terkait memang bersinggungan trajektori dengan prosedur kebijakan dalam tataran 

signifikansi awal yang belum melembaga secara otonom, maka pelayanan tersebut 

belum mempunyai kesesuaian dalam konteks ruang lingkup, program area, aplikasi 

dan arah intervensi pembangunan pemuda baik dalam kerangka kebijakan nasional 

maupun pembangunan pemuda berbasis pada penguatan modal sosial dalam praktik 

global. Terlebih lagi, formasi motivasi sosial, nilai dan identitas kultural dan jalinan 

hubungan kepercayaan berbasis keadilan prosedural yang akan berimplikasi secara 

langsung terhadap keberadaan prasangka implisit, distorsi dalam interaksi, distorsi 

dalam gender serta psikologi kerjasama, bahkan tidak dapat teridentifikasi. Dengan 

demikian, pelayanan kepemudaan sebagai kebijakan distingtif implementor terkait 

tersebut untuk dewasa ini belum dapat cermat mereduksi pemetaan potensi masalah 

kepemudaan seperti tindakan kekerasan, perjudian yang bersifat patologis, perilaku 

berisiko dan perilaku seks bebas, penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika atau 

penyalahgunaan alkohol dan nikotin. 
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Ketiga, kesimpulan khusus berkenaan peran krusial dari keberadaan institusi 

terkait dalam mengupayakan tingkatan kesesuaian program pelayanan kepemudaan 

dalam skema implementasi dengan berbagai prosedural dan menghadapi hambatan 

yang mungkin muncul pada tahapan implementasi, termasuk mengupayakan desain 

evaluasi kebijakan kepemudaan yang dapat diverifikasi pada praktik global. Bahwa 

implementor kebijakan terkait telah memiliki informasi dasar cukup memadai, yang 

berkaitan dengan sejumlah komponen dalam CAF seperti berbagai pihak yang akan 

terlibat dalam jaringan kebijakan kepemudaan, kebutuhan perkembangan kalangan 

pemuda pada era disrupsi besar, parameter yang relatif stabil, kejadian eksternalitas 

yang berbasis bukti empirik seperti dimensi IPP Cianjur, sumber daya dan perantara 

kebijakan. Secara institusional, penguasaan informasi dasar tersebut memang tidak 

mempunyai efikasi signifikan untuk membangun guidelines dan constraints dalam 

pemilihan keputusan baik DPD KNPI, Karang Taruna Kabupaten maupun Gerakan 

Pramuka Kwarcab Cianjur berkenaan upaya membentuk kerangka koalisi advokasi 

pelayanan kepemudaan yang lebih moderat dalam subsistem kebijakan pemerintah 

melalui Disparpora Kabupaten Cianjur. 

Ketika pihak yang telah terlibat dalam jaringan kebijakan kepemudaan hanya 

terbatas pada pemerintah, organisasi kepemudaan dan kalangan masyarakat dengan 

trajektori hubungan kepercayaan yang parsial, maka sejumlah implementor dengan 

berbagai keterbatasan mobilisasi seperti DPD KNPI dan Karang Taruna Kabupaten 

dapat membangun agenda bersama untuk seksama menempatkan kalangan pemuda 

secara inklusif dalam jaringan pelayanan kepemudaan dengan probabilitas capaian 

tujuan kebijakan kepemudaan yang memang lebih realistik. Secara faktual, langkah 

operasional untuk membentuk kerangka kerja koalisi advokasi melalui intermediasi 

kepentingan, interorganisasi, interdependensi kekuasaan termasuk jaringan sebagai 

pemerintahan belum cukup holisitik terinternalisasi menjadi karakteristik distingtif 

institusional organisator terkait. Ketika kewenangan penyelenggaraan kepemudaan 

dilimpahkan kepada Disdikpora pada Januari 2022 seiring perubahan nomenklatur 

kebijakan, mulai terdapat indikasi tentang intermediasi terbatas melalui pertukaran 

informasi, keyakinan serta sumber daya antara Disdikpora dengan DPD KNPI dan 

Karang Taruna Kabupaten terkait penyelenggaraan Jambore Pemuda sebagai salah 

satu program yang diinisiasi Sub Koordinator Kepemudaan Disdikpora. 
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Kualitas hubungan kepercayaan dalam perspektif institusionalisme sosiologis 

di antara implementor terkait sebagai atribut komunitas, yang diindikasikan dengan 

intermediasi kepentingan, interorganisasi, interdependensi kekuasaan serta jaringan 

sebagai pemerintahan justru tidak berkembang secara luas, sehingga belum realistik 

mencerminkan hubungan timbal balik yang linier dengan trajektori perkembangan 

pemuda. Nilai sosial-budaya sebagai karakteristik distingtif dari Kabupaten Cianjur 

seperti Ngaos, Mamaos dan Maenpo justru belum menjadi corak institutional secara 

kultural, yang diakomodasikan ke dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. 

Dalam perspektif institusionalisme pilihan rasional bahwa pelayanan kepemudaan 

sebagai kebijakan distingtif implementor terkait tidak secara penuh menjadi bentuk 

pilihan terbaik sebagai rasionalitas sempurna, sekalipun cukup mempertimbangkan 

lingkungan biofisik, peristiwa eksternal berbasis bukti empirik dan situasi tindakan 

dalam subsistem kebijakan. Ketika setiap implementor berhadapan dengan masalah 

lingkungan biofisik seperti eksternalitas apriori serta teknologi, maka implementasi 

pelayanan kepemudaan sebagai pilihan yang paling rasional harus melalui kerangka 

koalisi advokasi sebagai rule based model dengan proyeksi lebih realistik. 

Dalam perspektif historikal institusionalisme, setiap implementor terkait tidak 

menunjukan resistensi terhadap transformasi kebijakan, yang biasa ditemukan pada 

analisis trajektori kelaziman. Pelayanan kepemudaan dari implementor terkait telah 

dimunculkan dalam trajektori waktu sebagai kebijakan dengan abstraksi antara drift 

dan conversion melalui conjunctures yang direstriksi secara paralel, sekalipun arah 

persebaran ide transformasi kebijakan yang lebih moderat cukup melembaga dalam 

lingkungan internal dari DPD KNPI dan Karang Taruna Kabupaten. Dalam tahapan 

implementasi kebijakan, regulasi hukum sebagai kekuatan institusi formal terutama 

DPD KNPI dan Karang Taruna Kabupaten harus berhadapan dengan permasalahan 

fisibilitas politik dan kelembagaan yang berkorelasi langsung terhadap keterbatasan 

alokasi anggaran, sehingga kedua implementor tersebut terus melakukan mobilisasi 

mandiri dengan ruang lingkup masih terbatas. Bahwa setiap implementor kebijakan 

memiliki kecenderungan sangat signifikan mempergunakan desain evaluasi dengan 

abstraksi bersifat formalis, namun dengan penerapan metode, teknik pengumpulan 

data dan kualifikasi dari evaluasi yang tidak dapat diverifikasi dalam praktik global 

sebagai desain evaluasi formal. 
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5.2 Implikasi 

Karena taraf signifikansi kebenaran penelitian melalui penarikan kesimpulan 

mempunyai probabilitas diskrepansi, maka implikasi penelitian sebagai pendekatan 

interpretasi terkait kebenaran realitas dapat menjadi paradigma baru yang jauh lebih 

memuaskan secara ilmiah dalam menganalisis berbagai faktualitas yang ada. Ketika 

dalam perspektif kalangan positivisme bahwa kualifikasi terkait kebenaran realitas 

sebagai ontologi penelitian berdasarkan kesepakatan epistemik dapat atau tidaknya 

dibuktikan secara ilmiah melalui verifikasi data lapangan, dengan bertumpu secara 

normatif pada pandangan Popper bahwa implikasi dari penelitian ini akan menjadi 

konfrontasi terbuka terhadap sejumlah penelitian kebijakan kepemudaan terdahulu 

dalam beberapa kondisi. Pertama, implikasi penelitian ini mencerminkan penolakan 

terhadap penelitian dengan generalisasi hanya berbasis verifikasi yang tidak cukup 

memadai dalam menginterpretasikan kebenaran realitas secara umum, karena taraf 

kebenaran demikian tidak dapat menunjukan signifikansi apapun melalui verifikasi. 

Kedua, berbagai fenomena sosial-politik yang sebagian besar telah dikonstruksikan 

dalam kerangka teori akan menjadi tidak terlalu bermakna ketika penelitian muncul 

dengan terkonsentrasi terhadap verifikasi dimensi metafisika. 

Konstruksi arah implikasi sebagai bentuk falsifikasi dalam penelitian ini, akan 

menunjang arah perkembangan penelitian dalam konteks terkait yang terbebas dari 

infeksi rimba infinit konservatisme dan berpegang teguh pada hasil penelitian yang 

visioner. Implikasi sebagai titik konsekuensi dari penelitian ilmiah dengan kruslitas 

prima akan terkonsentrasi pada kemajuan pengetahuan, sekalipun tidak jarang akan 

mempunyai kecenderungan linieritas terhadap monistik. Kualitas dan lompatan dari 

kelincahan rasionalitas yang mumpuni termanifestasikan pada implikasi penelitian 

tidak akan terbenam ketika bertumpu pada pengujian terhadap resistensi kebenaran 

hasil penelitian terdahulu, terutama hasil penelitian yang masih berjalan merangkak 

di dasar anak tangga kredibilitas. Terlepas dari rasionalitas bercorak falsifikasi dan 

tuntutan anti Popperian untuk menempatkan hasil penelitian sebagai entitas mandiri 

dan tanpa intervensi empirik bahwa dalam penelitian ini implikasi dibagikan dalam 

dua bagian, yang terdiri dari implikasi teoritik dan implikasi praktik sebagai bagian   

error elimination dalam menghasilkan kebaharuan pendekatan yang secara praktik 

jauh lebih moderat. 
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5.2.1 Implikasi Teoritik 

Implikasi teoritik penelitian merupakan kulminasi dari kelincahan rasionalitas 

dalam menemukan epistemologi baru yang membebaskan kebiasaan penelitian dari 

ikatan nalar konvensional yang menampilkan signifikansi keberadaan epistemologi 

sendiri. Tidak jarang terdapat penelitian ilmiah yang menjalankan reposisi terhadap 

epistemologi sebagai otoritas titian anak tangga, bahkan tidak akan memperhatikan 

pengembangan epistemologi dibandingkan dimensi ontologi. Konfigurasi berbagai 

pertanyaan dalam penelitian telah mengalami perubahan menuju kebiasaan berbasis 

pengalaman yang pada tingkat signifikansi terakhir menjadi pengetahuan yang akan 

diklaim secara universal sebagai penelitian kredibel. Penelitian menjadi perlintasan 

sejarah melalui sedimentasi pengetahuan dengan pengembangan epistemologi yang 

tidak terlalu konstruktif. Sekalipun konfigurasi pertanyaan penelitian telah seksama 

dikembangkan dalam konteks penelitian ilmiah, namun secara normatif tidak lebih 

dari pertanyaan komunitaris dengan garis utama dari struktur dan artikulasi jawaban 

telah diarahkan sesuai laju kesepakatan komunitas yang membelengu epistemologi. 

Terlepas dari implikasi penelitian terkait arah pengembangan epistemologi sebagai 

moralitas baru, adapun implikasi teoritik dalam penelitian ini sebagai berikut. 

Pertama, bahwa kegiatan penelitian ini secara ontologi telah berhasil mengisi 

kekosongan penelitian berkaitan implementasi dan evaluasi pelayanan kepemudaan 

dengan trajektori kerangka kebijakan nasional dan pembangunan kepemudaan pada 

praktik global baik dalam rencana program Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna 

Kabupaten maupun Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur yang secara spesifik belum 

ditemukan pada platform literatur ilmiah secara terintegrasi ataupun parsial. Kedua,  

bahwa penelitian ini berhasil mempertegas kedudukan penelitian tentang kebijakan 

kepemudaan dalam ontologi Pendidikan Kewarganegaraan dengan memperhatikan 

kerangka ontologi dari Winataputra sebagai objek pengembangan konstruksi sosio-

psikologis yang berkaitan secara koheren dengan rasa kebangsaan, keadaban sosial 

dan tanggung jawab terhadap permasalahan kewarganegaraan. Terlebih lagi, tujuan 

kebijakan kepemudaan dalam mengembangkan budaya prestasi, sikap patriotisme, 

semangat profesionalisme dan keterlibatan langsung dalam pembangunan nasional, 

tidak lain merupakan cerminan karakteristik distingsi dan filosofis dari bidang studi 

Pendidikan Kewarganegaraan. 
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Ketiga, penelitian ini telah berhasil menjalankan reorientasi terkait krusialitas 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai perspektif dalam penelitian. Bahwa dimensi 

konsepsionis Pendidikan Kewarganegaraan dalam titian anak tangga pertama dapat 

terlihat sebagai konstruksi berpikir secara filosofis yang tidak memiliki diferensiasi 

dengan filsafat yang terlepas dari kualifikasi dualisme abstraksi dan konkrit. Secara 

natural, Pendidikan Kewarganegaraan hadir dengan trajektori keindahan intelektual 

yang menghadirkan perspektif dalam pemecahan masalah kewarganegaraan dengan 

akselerasi menakjubkan sebagai bagian dari falsifikasi. Dalam perspektif distingtif 

Pendidikan Kewarganegaraan bahwa permasalahan pencapaian kerangka kebijakan 

kepemudaan dapat diatasi dengan memperkuat modal sosial melalui pembentukan 

sentral bifurkasi sebagai tempat percabangan konektivitas pemuda dalam semangat 

inklusivitas pada arah jaringan kebijakan kepemudaan. Bahwa modal sosial sendiri 

menjadi fenomena sosial-politik yang dibentuk melalui jalinan interdependensi dan 

interaksi sebagai norma partisipasi dan kepercayaan sosial, yang dapat dieksplorasi 

melalui pendekatan pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme. 

Keempat, secara epistemologi bahwa penelitian telah berhasil mensintesiskan 

pendekatan behavioralisme dalam analisis penyelenggaraan kebijakan kepemudaan 

yang ditindaklanjuti secara lebih operasional melalui Policy Network Analysis dan 

Advocacy Coalition Framework dengan konsentrasi penyelidikan terhadap realitas 

faktual tentang bagaimana penempatan kalangan pemuda dalam jaringan kebijakan 

kepemudaan dan kerangka koalisi advokasi melalui keterlibatan inklusif langsung 

pada proses intermediasi, interorganisasi, interdependensi bahkan jaringan sebagai 

pemerintahan. Kelima, bahwa penelitian ini juga telah mensintesiskan pendekatan 

neo-institusionalisme dalam analisis penyelenggaraan kebijakan kepemudaan yang 

dioperasionalisakan melalui Institutional Analysis and Development, yang memang 

memberikan probabilitas terbuka untuk melakukan penyelidikan terhadap kekuatan 

institusi terkait untuk menjalankan kebijakan kepemudaan dengan bertumpu secara 

pragmatik pada institusionalisme pilihan rasional, institusionalisme sosiologis serta 

historikal institusionalisme. Keenam, secara aksiologis bahwa penerapan kerangka 

behavioralisme dan neo-institusionalisme tersebut dapat menjadi moralitas terbaru 

dalam analisis kebijakan kepemudaan, yang tentu dapat diterapkan pada penelitian 

berikutnya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan pemuda. 
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5.2.2 Implikasi Praktik 

Implikasi teoritik dalam penelitian ini, merupakan bentuk penolakan terhadap 

aksiologis berbagai penelitian terkait kebijakan kepemudaan baik yang melibatkan 

Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna maupun Gerakan Pramuka dengan berbasis 

penyelidikan deskriptif untuk memperoleh penjelasan holistik tentang institusi yang 

diobservasi dan bagaimana institusi terkait menjalankan kebijakan. Sekalipun hasil 

dari penelitian berbasis institusionalisme sebagai tumpuan penelitian konvensional 

dapat memberikan signifikansi pada konteks konstruksi institusi menyelenggarakan 

kebijakan, namun keterbatasan studi deskriptif dalam memahami keberadaan suatu 

institusi akan menghadirkan probabilitas yang jauh lebih besar dari ruang kesalahan 

menjalankan interpretasi terhadap fenomena sosial-politik yang dijadikan perhatian 

penelitian. Pemahaman holistik tentang konstruksi institusi akan memberikan dasar 

tumpuan dari analisis berbagai tindakan sebagai proyeksi situasi pilihan kolektivitas 

yang akan dipengaruhi oleh pengaturan kelembagaan, kondisi sosial-ekonomi serta 

lingkungan fisikal. Berbagai analisis kebijakan kepemudaan yang telah melibatkan 

institusi secara parsial dan tunggal secara aksiologis hampir tidak mempunyai taraf 

signifikansi apapun terhadap perkembangan keilmuan, karena keberadaan institusi 

tidak akan pernah cukup dimunculkan dengan trajektori deskriptik. 

Implikasi teoritik dari penelitian ini memberikan dasar penyelidikan terhadap 

pemilihan tindakan berbagai pihak yang terlibat dalam arena tindakan berbasiskan 

kolektivitas sebagai dampak rasional dari keberadaan institusi. Penelitian ini secara 

aksiologis menjadi konfrontasi yang terbuka terhadap berbagai penelitian kebijakan 

kepemudaan dengan terbatas pada upaya mencerminkan deskripsi bentuk institusi, 

susunan regulasi, sistem nilai, batas kepantasan dan kebiasaan yang dilembagakan. 

Oleh karena itu, penelitian dengan berbasis neo-institusionalisme ini akan seksama 

mempertimbangkan konfigurasi perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam jalinan 

jaringan kebijakan kepemudaan. Konfigurasi dan trajektori perubahan perilaku dari 

berbagai pihak atau implementor kebijakan dalam rentang waktu tertentu akan terus 

menjadi konsentrasi spesifik penelitian, karena interaksi implementor dan kekuatan 

institusi menjadi diferensiasi kajian dari strukturalisme dan behavioralisme dengan 

penekanan terhadap kekuatan gerakan sosial secara makro serta rasionalitas dalam 

konteks mikro berbasis tindakan individualitas. 
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Terlepas dari implikasi teoritik sebagai penolakan terhadap analisis kebijakan 

kepemudaan terdahulu yang mengabaikan keberadaan institusi informal dan proses 

perubahan kelembagaan, bahwa penelitian ini juga menghasilkan implikasi praktik 

yang cukup krusial dalam pengembangan moralitas baru tentang analisis kebijakan 

kepemudaan dan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang jauh lebih moderat 

di masa mendatang. Pertama, bahwa pelayanan kepemudaan sebagai kebijakan dari 

implementor terkait yang berbasiskan pendekatan konvensional secara parsial tidak 

akan memberikan implikasi yang cukup realistik terhadap upaya menunjang proses 

perkembangan pemuda dalam transisi adolesen yang penuh gejolak. Hakikat tujuan 

dari kerangka kebijakan kepemudaan untuk menempatkan posisi kalangan pemuda 

dalam mimbar akbar sebagai atraktor dan akselerator perubahan dalam masyarakat 

akan tetap menjadi fiksi etis kebijakan yang belum tercapai. Kedua, konfigurasi dari 

penduduk Kabupaten Cianjur yang menunjukan kondisi titik kulminasi awal bonus 

demografi merupakan momentum yang krusial untuk setiap implementor kebijakan 

dalam melakukan transformasi prima pelayanan kepemudaan baik terkait prosedur, 

implementasi dan evaluasi kebijakan dengan konsistensi mengupayakan kesesuaian 

dalam konteks ruang lingkup, areal program, aplikasi serta intervensi pembangunan 

pemuda berbasis penguatan modal sosial. 

Ketiga, transformasi pelayanan kepemudaan yang jauh lebih moderat dengan 

menerapkan pendekatan pembangunan pemuda dalam praktik global seperti model 

Organisasi 4-H, program pasca sekolah, komunitas sehat, mobilisasi orang dewasa 

dan kewirausahaan sosial-politik, secara ilmiah bukan menjadi faktor kunci tunggal 

dalam menunjang perkembangan pemuda menuju pribadi dewasa yang penuh bakat 

dan bertanggung jawab dalam. Bahwa prasangka implisit dan perasaan diskriminasi 

terutama dalam konteks gender sekalipun secara pragmatis berbasis pada pemikiran 

konvensional, justru menimbulkan distorsi interaksi dan psikologi kerjasama antara 

kalangan pemuda sebagai kelompok sasaran dengan implementor kebijakan sendiri. 

Karena eksistensi prasangka implisit serta diskriminasi tidak melalui intensionalitas 

yang mungkin tidak disadari dan tidak terkendali bahkan terhadap upaya perubahan 

sosial seperti kebijakan publik, maka penerapan pendekatan behavioralisme dalam 

kebijakan kepemudaan baik terkait formulasi, implementasi maupun evaluasi dapat 

menjadi pemilihan tindakan paling rasional yang tidak mungkin diabaikan. 
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Keempat, penguasaan informasi dasar dari implementor kebijakan berkenaan 

sejumlah komponen dalam ACF tidak memiliki signifikansi dan implikasi apapun, 

karena setiap implementor kebijakan tidak pernah melakukan intermediasi berbagai 

kepentingan, interorganisasi, interdependensi kekuasaan serta jaringan sebagai arah 

pemerintahaan yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan preferensi yang holistik. 

Subsistem kebijakan pemerintah melalui Disparpora, bahkan tidak pernah memuat 

kerangka koalisi advokasi dari seluruh organisasi kemasyarakatan pemuda ataupun 

pihak lain yang terlibat dalam jaringan kebijakan kepemudaan untuk mencapai nilai 

preferensi tertentu yang diperjuangkan sebagai sistem keyakinan. Kelima, berbagai 

pihak yang terlibat dalam jaringan kebijakan kepemudaan dengan hanya bertumpu 

pada pemerintah dan organisasi kepemudaan tidak tampil cukup mumpuni. Sebagai 

kesatuan sistem implementor, pemerintah dan organisasi kepemudaan harus secara 

proporsional berbagi peran dengan kalangan akademisi, institusi pendidikan, analis 

kebijakan publik, media informasi, masyarakat sipil termasuk sektoral privat seperti 

pelaku dunia usaha dalam skala lumayan besar dengan pengaturan Corperate Social 

Responsibility yang transparan dan akuntabel. 

Keenam, bahwa penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dengan lingkup dan 

area program yang lebih besar dan moderat tidak akan tercapai ketika tidak terdapat 

hubungan kepercayaan antar berbagai pihak dalam jaringan kebijakan kepemudaan, 

yang ditandai dengan pertukaran informasi, keyakinan inti dan sumber daya sebagai 

tindak lanjut operasional dari intermediasi, interorganisasi, interdependensi bahkan 

jaringan sebagai pemerintahan. Terminologi pelayanan kepemudaan yang moderat 

bukan hanya menjalankan sintesis pendekatan pembangunan pemuda dalam praktik 

global, melainkan mengakomodasi nilai sosial-budaya sebagai arah pengembangan 

kebijakan kepemudaan. Ketujuh, bahwa transformasi kebijakan kepemudaan tidak 

akan tercapai ketika terdapat indikator resistensi terhadap perubahan dalam analisis 

jalur kelaziman, implementasi kebijakan yang repetitif dengan conjuncture bersifat 

paralel, proses persebaran ide transformasi kebijakan masih terbatas dalam jaringan 

kebijakan dan hambatan dalam tahapan implementasi yang tidak dapat diatasi oleh 

perantara kebijakan. Kedelapan, pencapaian tujuan kebijakan kepemudaan berbagai 

implementor tidak lebih dari fiksi etis komunitarian yang diuneversalitaskan ketika 

tidak dapat diverifikasi melalui desain evaluasi dalam praktik global. 
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5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi sebagai kulminasi dari penelitian ilmiah ketika dikaitkan secara 

langsung dengan diskusi komprehensif Gilbert Ryle mengenai “Thick Description”, 

yang ditunjukan sebagai kemampuan berpikir secara kritis, maka rekomendasi dari 

penelitian merupakan tahapan akhir dalam mencerminkan kembali hasil pemikiran. 

Ketika terdapat seseorang yang memang mengedipkan kedua kelopak mata sebagai 

respons tubuh terhadap lingkungan, sementara pihak lain merupakan simbol bentuk 

kesepakatan dengan signifikansi tertentu. Kedua bentuk kedipan mata tersebut tidak 

dapat dipungkiri menjadi gerakan, namun demikian tidak mungkin mencerminkan 

batas demarkasi dari ruang diferensiasi di antara kedipan mata sebagai simbolisme 

dan responsivitas, karena terdapat daerah yang tidak terkeksplorasi. Substansi yang 

terdalam dari “Thick Description” Gilbert Ryle terkait kedipan mata sebagai lukisan 

mendalam terdapat struktur signifikansi yang bersifat hierarkis. Ketika lapisan dari 

taraf signifikansi tersebut tidak ubahnya kedipan mata, simbolisme kesepakatan dan 

latihan untuk mereduplikasi keberadaan interpretasi keberadaan simbolisme, maka 

sejumlah rangkaian penelitian merupakan lapisan signifikansi dengan rekomendasi 

sebagai dasar perubahan. 

Bahwa rekomendasi penelitian yang direpresentasikan sebagai keindahan dari 

intelektualitas dengan membawa kekuatan yang dapat mendorong perubahan, dapat 

diterapkan secara praktik untuk melakukan pemecahan terhadap sejumlah masalah 

dengan akselerasi yang cukup menakjubkan bahkan dapat memberikan pendekatan 

dalam memahami berbagai konteks masalah yang masih berada dalam kemajdudan 

dan ketidakpastian sebagai penyelidikan ilmiah. Rekomendasi penelitian tidak lahir 

dari proses interpretasi terhadap konfigurasi dari fakta tertentu, sehingga konstruksi 

yang dihasilkan tidak lebih pernyataan personal yang tidak ubahnya dialektika Karl 

Marx sebagai manifestasi pemikiran dalam mempertahankan status quo. Karena itu, 

rekomendasi penelitian harus diaktualisasikan sebagai kualitas aktivitas rasionalitas 

secara holistik berdasarkan penerapan metode kredibel sebagai dialektika panjang 

dalam mencapai kebenaran realitas secara mutlak. Terlepas dari signifikansi terkait 

rekomendasi penelitian tersebut, bahwa penelitian ini menghasilkan sejumlah hasil 

sebagai rekomendasi untuk Disdikpora, DPD KNPI, Karang Taruna Kabupaten dan 

Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur. 
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5.3.1 Rekomendasi untuk Disdikpora Kabupaten Cianjur 

Pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan Disparpora Kabupaten Cianjur 

dalam kurun empat tahun terkahir masih menjadi representasi pemilihan kebijakan 

repetitif, skala terbatas, tidak variatif dan tidak berbasis pertimbangan ilmiah terkait 

kebutuhan dari perkembangan, dasar behavioral termasuk proyeksi potensi masalah 

kepemudaan pada era disrupsi. Sebagai upaya detail untuk melakukan transformasi 

pelayanan kepemudaan yang lebih moderat, maka dalam jangka pendek Disdikpora 

Kabupaten Cianjur dapat memulai membuka probabilitas untuk menjalin hubungan 

kemitraan strategis dengan berbagai pihak lain yang terlibat dalam konteks jaringan 

kebijakan kepemudaan melalui sejumlah tahapan. Pertama, Disdikporan Kabupaten 

Cianjur dan Organisasi Kepemudaan seperti DPD KNPI dan Karang Taruna dengan 

melibatkan tokoh masyarakat dapat memulai menjalankan Cross Sectional Survey 

dengan taraf signifikansi 95% serta ukuran sampel berkisar 400 pemuda yang harus 

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur untuk melakukan identifikasi bentuk 

kebutuhan perkembangan termasuk masalah kepemudaan yang cukup intens terjadi 

di lingkungan sekitar. 

Kedua, dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi sumber daya bahwa 

hasil survei demikian dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan 

pelayanan kepemudaan seperti penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan baik 

kepemimpinan, kewirausahaan maupun kepeloporan. Ketiga, untuk meningkatkan 

intensitas antusiasme dan keinginan keterlibatan pemuda sebagai kelompok sasaran 

kebijakan dalam pelayanan kepemudaan, maka dapat mempertimbangkan berbagai 

dasar behaviorisme seperti behaviorisme teleologis, molar, teoritis, biologis bahkan 

intensional dengan menjadikan Classical Conditioning sebagai stimulus mumpuni 

keterlibatan dan pilihan keterlibatan sebagai Operant Conditioning yang diperantai 

oleh Positive Reinforcement. Bahwa kerangka motivasi dan identitas sosial kultural 

harus terdapat dalam skema implementasi untuk memperkuat hubungan kerjasama 

dan mereduksi prasangka implisit, perasaan diskriminasi termasuk distorsi tentang 

gender. Keempat, mekanisme implementasi pelayanan kepemudaan dapat seksama 

mempertimbangkan desain terdahulu dengan cakupan, aksesibilitas, taraf distortif, 

ketepatan pelayanan dan akuntabilitas yang memang dapat dipertanggungjawabkan 

dalam analisis kebijakan publik. 
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Untuk melakukan proses transformasi terhadap kebijakan kepemudaan terkait 

prosedur, implementasi dan evaluasi dalam lingkungan internal Disdikpora Cianjur, 

tidak mungkin dilaksanakan dengan rentang waktu yang relatif singkat. Bersamaan 

dengan transformasi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dalam jangka waktu 

pendek tersebut, Disdikpora Kabupaten Cianjur dapat seksama mempertimbangkan 

terkait penerapan pendekatan pembangunan pemuda berbasiskan penguatan modal 

sosial seperti Science, Technology, Engineering and Math, Civic Engagement serta 

Healthy Living ataupun program lain dalam praktik global misalnya program pasca 

sekolah Summer Learning, komunitas sehat, mobilisasi dari orang dewasa termasuk 

kewirausahaan sosial-politik dalam palayanan arah penyadaran, pemberdayaan dan 

pengembangan baik kepemimpinan, kewirausahaan maupun kepeloporan. Pertama, 

Disdikpora Kabupaten Cianjur dapat memulai komunikasi dengan intensif bersama 

kalangan akademisi, analis kebijakan, media informasi, masyarakat sipil, organisasi 

kepemudaan serta sektoral privat seperti pelaku dunia usaha dalam mempersiapkan  

bahan koordinasi berkaitan rancangan pelayanan kepemudaan di masa depan yang 

memang jauh lebih moderat. 

Kedua, mempertimbangkan dan memperkuat kesiapan regulasi, sumber daya, 

kerangka birokrasi dan disposisi dari pemegang otoritas berbagai pihak terkait yang 

terlibat secara langsung dalam jaringan kebijakan kepemudaan. Ketiga, mekanisme 

transformasi pelayanan kepemudaan harus berbasis akumulasi bukti secara empirik, 

faktualitas kebuntuan kebijakan dan guncangan eksternalitas berdasarkan berbagai 

komponen yang cenderung stabil yang diperkuat melalui riset secara berkelanjutan. 

Keempat, identitas sosial kultural seperti Ngaos, Mamaos dan Maenpo tentu harus 

menjadi dasar gagasan berkebudayan dalam melakukan identifikasi dan pemilihan 

pendekatan pembangunan kepemudaan dalam praktik global yang akan diterapkan 

sebagai kebijakan. Kelima, melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak seperti 

kalangan akademisi dan analis kebijakan untuk mengadakan penelitian berbasiskan 

Research and Development yang akan menghasilkan model utuh terkait pelayanan 

kepemudaan berbasiskan praktik global. Keenam, mengembangkan desain evaluasi 

kebijakan baik evaluasi semu, evaluasi formalitas maupun evaluasi teori keputusan 

untuk melaksanakan penyelidikan signifikansi dan implikasi pencapaian kebijakan 

terhadap kelompok sasaran. 
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5.3.2 Rekomendasi untuk Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur 

Bahwa Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur menjadi implementor kebijakan 

kepemudaan yang telah mengalami perkembangan kelembagaan sedari lama, maka 

tidak terlalu mengherangkan ketika mempunyai perencanaan dan implementasi dari 

program kerja seperti halnya Binamuda, Binawasa, Renorgakum, Saka Sako Gudar, 

Keusetu, Abdimas Mensprit dan Huminpro. Dalam jangka pendek, program utama 

yang berkaitan signifikan terhadap pencapaian dari Visi Gerakan Pramuka Kwarcab 

Cianjur dalam menyelenggarakan pendidikan informal yang inovatif dalam rangka 

mewujudkan generasi muda dengan kepribadian dan kecakapan hidup yang unggul, 

dapat memuat pendekatan rehabilitasi perilaku antisosial pada praktik global seperti 

Parent Child Interaction Therapy (PCIT), Helping the Noncompliant Child (HNC), 

Collaborative Problem Solving (CPS), Anger Coping Program (ACP) serta Coping 

Power Program (CPP) sebagai sub klaster dari Functional Family Therapy (FFT), 

Multisystemic Therapy (MST). Pencegahan perilaku bermasalah pemuda bertumpu 

pada penguatan struktur modal sosial, juga terdapat pada model Fast Track Project 

sebagai paradigma terbaru dalam pendekatan pencegahan, yang dibangun berbagai 

disiplin keilmuan mandiri baik psikopatologi, kriminologi, epidemiologi psikiatrik, 

pengembangan manusia maupun pendidikan. 

Dalam jangka panjang, Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur juga dapat segera 

memulai pengembangan desain evaluasi kebijakan yang dapat diverifikasi langsung 

dalam praktik global, sehingga pencapaian Visi dan Misi yang direpresentasikan ke 

dalam sejumlah program prioritas dengan sasaran yang ditetapkan memiliki tingkat 

kredibilitas yang dapat dipertangungjawabkan. Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur 

dapat mempergunakan desain evaluasi semu untuk memahami hasil dari kebijakan 

sebagai situasi alami, tanpa memberikan penyelidikan lebih jauh terhadap implikasi 

kebijakan dengan berbasis metode deskriptik seperti tampilan grafik, tabel, analisis 

diskontinuitas regresif, nilai angka indeks, analisis berkala terkontrol serta analisis 

waktu terputus. Bahwa desain evaluasi formal juga dapat dipergunakan untuk lebih 

memahami implikasi kebijakan sesuai tujuan kebijakan terhadap kelompok sasaran 

melalui metode berbasis deskriptik misalnya pemetaan diskonting, analisis dampak 

silang, proses proyeksi kelompok sasaran, klarifikasi nilai, pemetaan hambatan dan 

kritik tentang nilai. 
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5.3.3 Rekomendasi untuk DPD KNPI Kabupaten Cianjur 

Dengan mempertimbangkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dalam 

lingkungan internal DPD KNPI Kabupaten Cianjur bersinggungan secara langsung 

dengan permasalahan fisibilitas politik, kelembagaan, disposisi pemerintah bahkan 

lingkungan biofisik, maka dalam jangka pendek melalui kepemimpinan yang cukup 

moderat dapat memperluas jaringan hubungan kemitraan sebagai koordinasi lintas 

sektoral dengan berbagai pihak yang terlibat dalam jaringan kebijakan kepemudaan 

untuk membangun agenda bersama yang didasarkan alur pada pertukaran informasi 

krusial, sistem keyakinan dan sumber daya. Bahwa 74 OKP yang berada di bawah 

naungan DPD KNPI Cianjur merupakan peristiwa eksternal yang memang strategis 

dalam mengembangkan pemetaan penempatan kalangan pemuda secara inklusif ke 

dalam jaringan kebijakan melalui proses intermediasi kepentingan, interorganisasi, 

interdependensi bahkan jaringan sebagai pemerintahan. Karena DPD KNPI Cianjur 

terlibat langsung dalam upaya mempengaruhi inti kebijakan melalui Musrembang,  

maka DPD KNPI Cianjur dapat membentuk evaluasi teoritik untuk menilai sampai 

sejauh mana preferensi telah terakomodasi dalam konteks kebijakan terbaru melalui 

survei pengguna, delphi kebijakan, analisis argumentasi dan brainstorming. 

Karena secara faktual kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Cianjur memang 

merepresentasikan setiap kelompok kepentingan, maka dengan kepemimpinan dan 

pemikiran moderat yang dimiliki bahwa transformasi pelayanan kepemudaan dapat 

dilakukan secara holistik dalam jangka panjang. Hal kali pertama yang harus segera 

dilakukan oleh DPD KNPI Cianjur adalah mengembangkan sistem informasi umum 

seperti website resmi sebagai sarana komunikasi, publikasi kegiatan ilmiah bahkan 

untuk menampung aspirasi. Terlepas dari berbagai hambatan yang ada, DPD KNPI 

dapat memulai melaksanakan pemetaan tentang probabilitas penerapan pendekatan 

pembangunan pemuda dalam praktik global berbasis penguatan modal sosial seperti 

pendekatan Organisasi 4-H, Summer Learning, komunitas sehat, mobilisasi holistik 

orang dewasa dan kewirausahaan politik baik sebagai program mandiri, kemitraan 

maupun partisipatif dengan berbagai pihak. Bahwa DPDP KNPI Cianjur juga harus 

memulai mengembangan desain evaluasi kebijakan berbasis pendekatan semu atau 

formal yang dapat diverifikasi dalam praktik global, terutama ketika telah mendapat 

bantuan sumber daya finansial sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. 
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5.3.4 Rekomendasi untuk Karang Taruna Kabupaten Cianjur 

Bahwa Karang Taruna Kabupaten Cianjur sekalipun memiliki informasi dasar 

komponen ACF, regulasi hukum yang memadai, opini publik yang konstruktif dan 

partisipan yang dapat dimobilisasi, namun harus berhadapan dengan permasalahan 

fisibilitas politik, kelembagaan, disposisi pemerintah, dualisme pada kepengurusan, 

lingkungan biofisik serta sumber daya finansial yang lebih kompleks dibandingkan 

dengan DPD KNPI Cianjur. Dalam jangka pendek, langkah paling rasional sebagai 

bagian dari transformasi pelayanan kepemudaan adalah membuka arah probabilitas 

hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam jaringan kebijakan kepemudaan 

untuk membentuk agenda bersama sebagai konsekuensi logis pertukaran informasi, 

sistem keyakinan bahkan sumber daya. Seperti halnya DPD KNPI Cianjur, Karang 

Taruna Kabupaten Cianjur juga terlibat dalam Musrembang sebagai upaya sistemik 

mempengaruhi konteks kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan kepemudaan 

yang lebih mumpuni. Bersama dengan pihak lain, Karang Taruna Kabupaten dapat 

membangun evaluasi teoritik untuk mengukur sampai sejauh mana preferensi telah 

terakomodasikan dalam konteks kebijakan terbaru melalui survei pengguna, delphi 

kebijakan, analisis argumentasi dan brainstorming. 

Karena untuk menerapkan pendekatan pembangunan kalangan pemuda dalam 

praktik global membutuhkan kesiapan serta konsensus berbagai pihak yang terlibat 

jaringan kebijakan kepemudaan sebagai kesatuan sistem implementor, maka proses 

tersebut dapat dimulai melalui pemetaan terbatas terkait berbagai faktor yang dapat 

menjadi diskursus penunjang, probabilitas, kelemahan dan diskursus penghalang di 

masa mendatang. Beberapa konsep dasar dalam pendekatan pembangunan pemuda 

berbasiskan Organisasi 4-H misalnya  Science, Technology, Engineering and Math 

(STEM), Civic Engagement bahkan Healthy Living ataupun program pembangunan 

kepemudaan lainnya dalam praktik global misalnya program pasca sekolah Summer 

Learning, komunitas sehat, mobilisasi dari orang dewasa dan kewirausahaan sosial-

politik dapat dipergunakan sebagai dasar fundamen dalam pengembangan program 

pelembagaan Karang Taruna Desa. Bahwa Karang Taruna Desa dapat direposisikan 

sebagai komunitas sehat yang dimobilisasi melalui pembinaan orang dewasa dalam 

mengembangan jaringan kewirausahaan sosial-politik berbasiskan konsep Healthy 

Living sebagai representasi holistik dari Civic Engagement. 
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5.3.5 Rekomendasi untuk Bidang PKn 

Bahwa pelayanan kepemudaan dalam kerangka ontologi PKn memang berada 

pada domain objek pengembangan sebagai konstruksi sosio-psikologis yang secara 

koheren berhubungan dengan rasa kebangsaan, keadaban sosial serta rasa tanggung 

jawab terhadap berbagai masalah kewarganegaraan. Tujuan pelayanan kepemudaan 

sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU kepemudaan yang dimaksudkan untuk seksama 

mengembangkan budaya prestasi, semangat profesionalisme, patriotisme dan aktif 

terlibat dalam pembangunan justru merupakan karakteristik distingsi PKn. Terlebih 

lagi, objek telaah pada ontologi PKn dalam spektrum instrumental seperti wawasan 

kebangsaan, sikap bela negara, keseimbangan pemenuhan antara hak dan kewajiban 

termasuk ketahanan nasional menjadi materi muatan dalam proses penyadaran serta 

pengembangan sesuai ketentuan Pasal 23 dan 25 UU Kepemudaan. Bahwa PKn dan 

pelayanan kepemudaan bukanlah merupakan sekeping uang logam dengan dua sisi 

yang berbeda, namun berada dalam konstruksi ruang bangun yang sama. PKn dapat 

menjadi terminologi sinonim yang koheren untuk pembangunan kalangan pemuda 

berbasis penguatan modal sosial, karena keduanya muncul dengan samaran identik 

dalam mempersiapkan generasi muda dengan kompetensi, karakteristik, kreativitas, 

kepercayaan diri, kepedulian, koneksi dan kontribusi yang elegan. 

Adapun sejumlah rekomendasi dalam melakukan pengembangan PKn dengan 

korelasinya terhadap pembangunan pemuda adalah sebagai berikut. Pertama, untuk 

kalangan dosen yang mengampu Mata Kualiah seperti Pendidikan Politik Generasi 

Muda, Etnopedagogi PKn termasuk Analisis Kebijakan Publik dapat secara gradual 

dan holistik mulai mengembangkan mekanisme perkuliahan dengan terkonsentrasi 

pada pembangunan pemuda melalui eksplorasi berbagai masalah kepemudaan pada 

era disrupsi sebagai kajian substantif pada perkuliahan dalam kerangka penyadaran, 

pemberdayaan dan pengembangan, yang ditindaklanjuti dengan berbagai penelitian 

secara lebih operasional. Kedua, untuk kalangan mahasiswa terutama Pascasarjana 

Program Magister dan Doktor PKn Universitas Pendidikan Indonesia dapat secara 

koheren melakukan berbagai format penelitian dalam menunjang peningkatan taraf 

kualitas pelayanan kepemudaan dengan menempatkan keberadaan pemuda sendiri 

melalui peran kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai kerangka 

dasar pemecahan masalah. 
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5.3.6 Rekomendasi untuk Penelitian Berikutnya 

Menimbang penelitian ini diselenggarakan dengan bertumpu pada pendekatan 

behavioralisme dan neo-institusionalisme, maka konsekuensi rasionalnya tidak lain 

adalah ruang lingkup dalam rumusan masalah penelitian menjadi sangat kompleks 

dengan sejumlah keterbatasan yang tidak dapat diantisipasi. Pertama, bahwa proses 

pengembangan instrumen penelitian survei serta wawancara terstruktur via telepon 

untuk Kepala Desa Kabupaten Cianjur dengan berbasis pendekatan behavioralisme 

dan neo-institusionalisme bukan merupakan pilihan yang tepat secara epistemologi. 

Taraf kompleksitas dan signifikansi masalah penelitian pada instrumen survei akan 

menuntut tingkat ketekunan, konsentrasi, konsistensi dan determinasi cukup tinggi, 

sehingga Kepala Desa secara umum memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses 

penelitian terlepas dari masalah disposisi terhadap pembangunan pemuda. Dengan 

dasar keterbatasan tersebut, bahwa para peneliti di masa mendatang yang memiliki 

perhatian spesifik terhadap pembangunan pemuda dapat melakukan penelitian yang 

terkait penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai kerangka kebijakan tertentu 

berbasiskan pendekatan behavioralisme atau neo-institusionalisme dengan cakupan 

masalah dan area lokasi penelitian yang lebih terbatas seperti wilayah administrasi 

Kecamatan atau pemerintah Desa sendiri. 

Kedua, bahwa operasionalisasi kali pertama dari pendekatan behavioralisme 

dalam penelitian ini adalah Policy Network Analysis dengan menjalankan pemetaan 

terkait kerangka kebijakan kepemudaan, formasi implementor kebijakan, berbagai 

kepentingan implementor serta tingkat keterlibatan kalangan pemuda sendiri dalam 

pelayanan kepemudaan. Para peneliti di masa mendatang dapat menjalankan proses 

penelitian dalam konteks yang relevan dengan melakukan pengembangan berbagai 

pihak yang terlibat dalam jaringan kebijakan kepemudaan yang tidak terbatas pada 

pemerintah dan organisasi kepemudaan, melainkan melibatkan masyarakat, media 

informasi, kalangan akademisi dan sektor privat seperi pelaku dunia usaha dengan 

skala besar. Ketiga, operasionalisasi kali kedua pendekatan behavioralisme dalam 

penelitian ini adalah Advocacy Coalition Framework, yang di kemudian hari secara 

lebih komprehensif dapat dikembangkan melalui pemetaan terhadap kerangka kerja 

koalisi advokasi dalam subsistem pemangku kebijakan dengan mempertimbangkan 

berbagai pihak sebagai kesatuan sistem implementor berbasis keyakinan inti. 
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Keempat, bahwa operasionalisasi dari pendekatan neo-institusionalisme pada 

penelitian mempergunakan kerangka kerja Institutional Analysis and Development 

dengan sejumlah komponen dieksplorasi melalui institusionalisme pilihan rasional, 

institusionalisme sosiologis dan historikal institusionalisme. Bahwa komponen dari 

IAD dalam penelitian ini meliputi faktor kontekstual yang dianalisis melalui model 

institusionalisme sosiologi, kondisi tindakan dan interaksi dianalisis melalui model 

institusionalisme pilihan rasional dan evaluasi kriteria dan hasil kebijakan dianalisis 

melalui historikal institusionalisme. Di masa depan, para peneliti dapat melakukan 

penelitian berbasis Institutional Analysis and Development dalam konteks masalah 

kebijakan kepemudaan dengan sejumlah komponen dianalisis secara alamiah tanpa 

mempergunakan perangkat institusionalisme tersebut ataupun justru menambahkan 

model diskursif institusionalisme yang terkonsentrasi pada arah konstruksi wacana 

serta transformasi terhadap publik. Kelima, penyelidikan signifikansi dan implikasi 

dari probabilitas hambatan dalam tahapan implementasi hanya terbatas identifikasi 

masalah keterbatasan alokasi anggaran, fisibilitas politik dan kelembagaan, yang di 

masa depan dapat dikembangkan melalui kajian yang melibatkan analisis masalah 

sosial budaya dan globalisasi. 

Keenam, secara substantif bahwa penelitian ini hanya memberikan perhatian 

spesifik terhadap tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan kepemudaan secara 

parsial tanpa melibatkan tahapan pengawasan kebijakan sekalipun kebijakan publik 

sendiri bahkan tidak selalu dimunculkan dengan trajektori linier. Penelitian ini akan 

menjadi dasar pengembangan penelitian empirik di kemudian hari baik bagaimana 

wacana pembangunan pemuda sebagai diskursus tertentu ditetapkan sebagai bentuk 

formulasi diimplementasikan serta dievaluasi dalam rentang waktu tertentu sebagai 

proses kebijakan publik. Ketujuh, bahwa penyelidikan terhadap evaluasi kebijakan  

kepemudaan dalam konteks penelitian ini hanya terbatas analisis terkait kredibilitas 

dari desain evaluasi yang dipergunakan setiap implementor baik model pendekatan, 

metode, teknik pengumpulan data, kualifikasi pada evaluasi maupun hambatan dari 

kegiatan evaluasi sendiri. Penelitian evaluasi kebijakan kepemudaan di masa depan 

tidak hanya terkonsentrasi pada analisis kredibilitas desain evaluasi, melainkan juga 

dapat melibatkan pengukuran terhadap indikator output dan outcome dari kebijakan 

kepemudaan. 


